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TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

rangka penyusunan  dokumen
emerintah Daerah (RKPD) untuk
tahun, perly membentuk tim

Rencana Kerja p
periode 1 (satu)
penyusun;

bahwa untuk melaks
huruf a Peraturan Me
Tahun 2017

anakan ketentuan Pasal 73
nteri Dalam Negeri Nomor 86

tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Wali Kota
membentuk tim penyusun RKPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Palu Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);
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‘ Undang Nomor 25
Sistem

I’crcncmm:m
(Lembaran Negar
Nomor 104, 1
Indones;

Tahun 2004 tentang
Pembangunan  Nasional

a Republik Indonegia Tahun 2004
‘ambahan Le

mbaran Negara Republik
a Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daer

ah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik

Indonesia ~ Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lemh
Republik  Indonesia Tahun 2015
Tambahan Lembaran N
Nomor 5679);

aran Negara
Nomor 58,
egara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan Rencana

Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana P
Jangka Menengah Daerah dan Re
Pemerintah Daerah;

embangunan
ncana Kerja

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

| 8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
?\“‘ fr———— . tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
i PARAF KOORDINA ¢ (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
! — N
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# Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 0)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahian
Atas Peraturan Daerah Nomor 0 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Palu Nomor 12);

9. Peraturan Dacrah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun
2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Kota

Palu Nomor 5);
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10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu

Nomor 8);
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11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.

P I R e R

KEDUA . Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

- .- mempunyai tugas :
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Loomenvusun raneanpgan awal - Reneann [Kerji

Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2020,

menvusun raneangan Rencana Kerja: Pembangunan

Daetah Kota Palu Tahan 2020, dan

3. melakukan  perumusan rancangan akhiv Reneana
Kevja Pembangunan - Dacrah - hinggae penetapan
menjadi Peraturan Wali Kota,

KRETIGA ¢l Penyusun Rencann Rerja Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud  dalam
Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota
Palu,

KEEMPAT ¢ Segala biaya  vang  timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanjn Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Palu.

KELIMA © Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

AKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT P OMO

PARAF KOORDINA?S

BAGIAN HUKUM Y [

SKPD Q i
. PEMRAKARSA |
\

Scanned by CamScanner




o

gy

T v

. Pengarah

II. Ketua

1. Wakil Ketua
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Sekretaris Daerah Kota falu

Kepala Badan Perencandarn Pernbangunasn
Dacrah Kota Palu

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan At
Daerah Kota Palu

1. Asisten Administrasi Perelkonomian

Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat Sckretariat Daecrah

Kota Palu

3. Asisten Administrasi
Daerah Kota Palu

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah
Kota Palu

5. Kepala Bidang Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palu

6. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Palu

7. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palu

8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
dan Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu

9. Kepala  Sub Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palu

10.Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial
dan  Budaya  Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu

11.Kepala Sub Bidang Monitoring dan
Evaluasi Sosial dan Budaya Badan
ggencanaan Pembangunan Daerah Kota

u

Umum Sekretariat
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‘r@  REGISTRASI PENOMORAN
- Keputusan Walikota

No. Koreksi @ 252

Nomor : 050/346/BAPPEDA/2019
Tanggal : 10/04/2019

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kota Palu
: Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Kota Palu Tahun 2020

Tentang
| PETUGAS PENERIMA ﬁ
i

Dewi Safitri 2 '

Catatan :

I U - S

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Setda Kota Palu JDIH-DAIS 10/04/1911:04
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